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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi membatasi tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian Undang-Undang.

Masalah penelitian dalam penelitian ini adalah, implikasi yuridis pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pengujian Undang-Undang, kedudukan hukum Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Pengujian Undang-Undang pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan konstruksi yuridis penegakan hukum ketatanegaraan yang adil dalam fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai Negative legislator pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan pendekatan yuridis normatif. Menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena “sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (norm) (Mertokusumo, 1996:29).Penelitian ini mengambil lokus penelitian di Mahkamah Konstitusi untuk mendukung data-data penelitian. Fokus penelitian meliputi: (1) implikasi yuridis lahirnya Undang-Undang MK terhadap Pengujian Undang-Undang; (2) kedudukan Mahkamah Konstitusi pasca lahirnya Undang-Undang MK yang baru; dan (3) konstruksi yuridis penegakan hukum tata negara oleh Mahkamah Konstitusi. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, dokumentasi dan wawancara. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber kombinasi. Selanjutnya data dianalisis melalui teknik deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukan: (1) Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dianggap membatasi wewenang Mahkamah Konstitusi dan beberapa Pasal inti yang dirubah dan ditambahkannya beberapa Pasal oleh DPR seperti dalam Pasal 50A Mahkamah Konstitusi sering dalam putusannya mengutip Undang-Undang lain sebagai dasar pertimbangannya. Misalnya definisi dari undang-undang lain saling berkaitan dengan undang-undang yang sedang diuji oleh Mahkamah. Mahkamah Konstitusi melakukan hal ini semata-mata untuk mendudukan persoalan dan dalam rangka pengharmonisasian peraturan perundang-undangan, bukan menggunakan undang-undang tersebut sebagai batu ujinya, Dalam hal ini DPR sebagai pembentuk Undang-Undang kurang memahami hal tersebut sehingga lahirlah Pasal 50A yang membatasi dan menghambat proses hakim dalam pengambilan putusan (dalam menafsirkan suatu undang-undang).. Batu uji dalam pengujian undang-undang tetap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapai dengan diajukannya perkara Nomor 48/PUU-IX/2011 dan 49/PUU-IX/2011 Pasal-Pasal yang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi telah dibatalkan dan Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan wewenangnya seperti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi perubahan yang terlalu signifikan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. (2) Akibat dari anutan sistem separation of power, lembaga-lembaga negara tidak lagi terkualifikasi ke dalam lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Prinsip pemisahan kekuasaan tegas antara cabang-cabang legislatif, eksekutif dan yudikatif dengan mengedepankan adanya hubungan checks and balances antara satu sama lain. Mahkamah Konstitusi diberi wewenang untuk menguji suatu Undang-Undang pakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945  atau tidak. Dengan pengujian Undang-Undang yang merupakan produk politik dari DPR akan dimentahkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dan DPR sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk membuat Undang-Undang disegerakan untuk menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi mengingat Undang-Undang berdampak kepada seluruh warga negara (publik) tidak terkecuali lembaga eksekutif sebagai pelaksana dari Undang-Undang. Sehingga dapat diketahui bahwa di dalam sistem ketatanegaraan yang mendasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan, kekuasaan kehakiman dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi mempunyai kedudukan hukum yang netral (peradilan independent dan imparsial) diantara  DPR  sebagai pemegang kekuasaan legislatif dalam menentukan Undang-Undang, dan Pemerintah dalam menjalanan kekuasaan eksekutif sebagai kekuasaan pelaksana. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi disini dapat dikatakan sederajat dengan Undang-Undang akan tetapi hanya berlaku 1 kali sebelum Undang-Undang lebih lanjut yang mengatur. (3) konstruksi yuridis penegakan hukum tata negara menuju keadilan yang substantif terdapat dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi. 

Adapun saran dari penelitian ini adalah DPR selaku pembentuk Undang-Undang harus lebih hati-hati dalam menyusun sebuah Rancangan Undang-Undang karena akan berdampak langsung terhadap warga negara, Mahkamah Konstitusi dalam setiap putusannya diharapkan mempertimbangkan keadaan hukum yang berkembang dimasyarakat tidak hanya terpaku dalam hukum normatif saja demi tegaknya konstitusi untuk menuju keadilan yang substantif akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan rambu-rambu pembatas agar Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan wewenangnya tidak melampaui batas atau kekuasaan lain. 







